- Nomor : 0062/0RI-MTR/SRT/07.2018/NTB-01/2018
- Lampiran . 1 (satu) berkas.
Perihal : Undangan Sebagai Narasumber Workshop Diseminasi Hasil
“Kajian Cepat (Rapid Assessment) Penataan Peraturan Desa Dalam
Perbaikan Kualitas Pelayanan Adiministrasi Pertanahan Di Desa.
Kepada Yth :

Dr. Minollah, SH.,MH
Di
Fakultas Hukum Universitas Mataram

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi
Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan Kajian Cepat (Rapid Assessment) Penataan
Peraturan Desa Dalam Perbaikan Kualitas Pelayanan Adiministrasi Pertanahan di
Desa.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Rapid Assessment tersebut, kami
bermaksud untuk menyelenggarakan kegiatan Workshop Diseminasi Hasil Kajian Cepat
(Rapid Assessment tersebut (TOR Terlampir). Bersama ini kami meminta kesediaan
Bapak/Ibu sebagai narasumber dalam kegiatan Workshop akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Juli 2018

Waktu : 08.30 — 14.00 WITA
Tempat : Narmada Meeting Room (Lantai 2)
Hotel Lombok Astoria, Rembiga, Selaparang — Mataram
Agenda - Workshop Diseminasi Hasil Kajian Cepat (Rapid Assessment) Penataan

Peraturan Desa Dalam Perbaikan Kualitas Pelayanan Administrasi
Pertanahan Di Desa.

Demikian surat undangan ini, kami mohon konfirmasi kehadiran Bapak/lbu dapat
menghubungi Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara

Barat, sdr. Ahmad Fahmi Raharja melalui email fahmiraharjatgwn@gmail.com / telpon
081915133330. Sebagai kelengkapan administrasi, mohon kepada Bapak/Ibu narasumber

untuk dapat melengkapi Surat Tugas pada saat registrasi.

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan Majapahit No. 12A Mataram, Kode Post. 83115
Telpon: 0370 649630 Fax 0370 630790 Website : www.ombudsman.go.id
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SURAT TUGAS

----------------

No: 3iS| /UN18.4/DT/2019

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, memberi tugas kepada :

No. Nama Pangkat/Go]oEgEn | Jabatan
1. | Dr. Minollah, SH., MH. Pembina Utama Muca | Lektor Kepala
‘ NIP : 19601231 198803 1 005 IV/ic ‘
2.| Dr. H. Muhamad Ilwan, SH., MH. Pembina ‘ Lektor Kepala
NIP : 19670530 199303 1 001 IV/a

Sebagai Narasumber dalam kegiatan Workshop Diseminasi Hasil Kajian Cepat (Rapid
Assessment) Penataan Peraturan Desa dalam Perbaikan Kualitas Pelayanan Administrasi

Pertanahan di Desa. yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 03 Oktober 2019
kel : 08.30-14.00 Wita
Tempat ' :Narmada Meeting Room (Lantai 2)

Hotel Lombok Astoria, Rembiga, Selaparang-Mataram.
Konfirmasi : Sdr. Ahmad Fahmi Raharja (Email: fahmirahajatgwn@hmail.com atau
Hp: 081915133330)

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mesinyy.

m-au B JAVRIATR LI — ——



OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA
FERWAKILAN PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada

Dr. Minollah,SH.,MH

Sebagai

Mataram, 3 Oktober 2019
Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia

S —

Adhar Hakim, S.H..M.H




Skema Kewenangan Pemerintah
Desa Dalam Melakukan
Pungutan

Oleh:

MINOLLAH



Sumber Pendapatan Desa

Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, aset desa, swadaya
dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan
yang diterima Kabupaten/Kota;

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota;

Hibah, sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
Lain-lain pendapatan Desa yang sah.



Kategori Sumber Pendapatan Desa

1. Tidak diusahakan sendiri
2. Diusahakan sendiri
3. Diusahakan dengan bekerja sama



Azas Pungutan Desa

1. Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa,
baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut
oleh provinsi atau kabupaten/kota tidak
diperkenankan adanya pungutan tambahan oleh
Pemerintah Desa.

2. Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah
dipungut oleh desa tidak diperkenankan dipungut
atau diambil alih oleh pemerintah provinsi atau
pemerintah kabupaten/kota

3. Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan
retribusi daerah ditentukan



Pungutan yang boleh dilakukan Desa

* Desa berwenang melakukan pungutan atas
jasa usaha seperti pemandian umum, wisata
desa, pasar desa, tambatan perahu, keramba
ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain

* Desa dapat mengembangkan dan
memperoleh bagi hasil dari usaha bersama
antara pemerintah desa dengan masyarakat



Pungutan yang tidak boleh dilakukan
desa

. Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa
layanan administrasi yang diberikan kepada
masyarakat

. Surat Pengantar
b. Surat Rekomendasi

. Surat keterangan



Pungutan yang Tidak boleh dilakukan
Desa

Berdasarkan 79A UU No. 24 Tahun 2013 ttg
Administrasi Kependudukan. Pengurusan dan
penerbitan dokumen kependudukan tidak
dipungut biaya. Dokumen kependudukan

seperti Kartu keluarga,
Akta Perkawinan, Akta
perceraian, Akta Penga

KTP-el Akta Kelahiran,
kematian, Akta

kuan Anak termasuk

pindah domisili tak dikenai biaya



Skema Pungutan Oleh Pemerintah
Desa

1. Pelayanan administrasi kependudukan

2. Pungutan administrasi pertanahan

3. Pungutan administrasi ekonomi dan

perdagangan

. Pungutan administrasi keamanan dan
ketertiban



Skema lain

1. Pungutan yang berasal dari iuran dana atau
barang dari masyarakat.

2. Permohonan Surat-surat

3. Pungutan dari perusahaan yang beroperasi di
desa

4. Pungutan dari tanah kas desa



Pasal 69 ayat (4)

Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata
ruang, dan organisasi pemerintah desa harus
mendapat evaluasi dari Bupati/Walikota
sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

“Kenyataannya ada Perdes vyang tidak
dievaluasi akibatnya substansi Perdes tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi”



Aspek Pembentukan Peraturan Desa

1. Aspek Formil
(Kewenangan dan prosedur)
2. Aspek Materil

(substansi)



SKB 3 Menteri

SKB Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala BPN, Mendagri, Menteri
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Peraturan Bupati KALUT
No. 34 Tahun 2007 ttg
Pembiayaan Persiapan PTS

transimigrasi. No.25/SKB/V/2017, No.590-
3167A Tahun 2017, No. 34 Tahun 2017

Beberapa Contoh
Peraturan Desa

Diktum Kesembilan

Dalam hal biaya persiapan PTS tidak
dianggarkan dalam APBD sebagimana
dimaksud dalam diktum ketiga, Menteri
Dalam Negeri MEMERINTAHKAN

Pasal 7

Tata Cara Pemungutan,
peruntukan dan besaran
biaya sebagaimana
dimaksud Dalam Pasal 4

Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan
Peraturan Bupati/Walikota bahwa biaya

diatur lebih lanjut dengan
PERATURAN DESA

tersebut dibebankan kepada masyarakat.

Pemenang Barat No.
03 Tahun 2017 ttg
Tata Cara
Pemungutan,
Peruntukan dan
Besaran Biaya
Persiapan
Pendaftaran Tanah
Sistimatis Lengkap.
Medana, No. 1
Tahun 2018 ttg
Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap
(PTSL)




Analisis SKB3 Menteri

Nomen klatur Surat Keputusan (Beschiking)

Sifat keputusan konkrit, individual dan final
tidak bisa dijadikan dasar untuk membentuk
peraturan

Keputusan menteri merupakan instrumen
yuridis para menteri untuk mengatur urusan
pemerintahan

Substansi : Regeling



Perbup KLU No. 34 Tahun 2007 ttg
Pembiayaan Persiapan PTS

 SKB3 Menteri sebagai dasar pertimbangan dalam
konsideran PERBUP legalitasnya masih patut
dipertanyakan karena menggunakan Keputusan
sebagai dasar untuk membentuk peraturan. Dan
Substansi Perbup yang diturunkan dalam perdes telah
membawa ekses negatif pada masyarakat dan kepala
desa

* Sehingga Perbup KLU No. 34 Tahun 2007 ttg
Pembiayaan Persiapan PTS sesuai dengan kewenangan
Bupati/kepala daerah dapat dipertimbangkan untuk
dirubah baik dasar pertimbangan maupun
substansinya.



Sah atau tidak pungutan desa

e Asas praduga keabsahan (presumptio iustae
causa)

Bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai
aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya.

Berdasarkan asas ini semua tindakan penguasa
baik berupa produk hukum maupun tindakan
konkrit harus dianggap sah sampai ada
pembatalan.

Sah dalam hal ini berarti sesuai dengan asas
dan ketentuan hukum baik dari segi materi
dan prosedur yang harus ditempuh.



Penutup

A. Simpulan.

1. Terdapat substansi pungutan desa yang
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi

2. Evaluasi terhadap Peraturan Desa tentang
pungutan Desa masih belum maksimal

3. Persoalan pungutan desa dalam pelaksanaan
PTSL timbul karena penafsiran yang berbeda
terhadap SKB3 Menteri



Saran

1. Perlu evaluasi terhadap substansi peraturan desa

<hususnya yang menyangkut dengan pungutan
Desa

2. Perlu optimalisasi dalam evaluasi peraturan desa
tentang pungutan desa.

3. Perlu konsistensi para menteri dalam
penggunaan istilah yang sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

untuk membentuk produk hukum yang menjadi
kewenangannya.
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